SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dukungan penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dilakukan penyempurnaan
ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, pemantauan dan
evaluasi dana desa tahun anggaran 2021 melalui Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dan penyaluran Dana Desa guna
percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap
Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten
Landak Tahun Anggaran 2021.

(=Y

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970),

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahuan 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 266);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611});

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya,;

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 12);




Menetapkan

15. Peraturan Bupati Landak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor
713).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap
Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 716) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga pasal 9
berbunyi sebagai berikut:

Pasal O

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran Dana Desa hasil
pemotongan ke RKD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan
Dana Desa dari Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran
dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap | sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan
Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan
persen), dan disalurkan paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari
untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan
berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan
kelima.

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling
cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam
sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni



(5)

(6)

untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing
bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan
bulan kesepuluh.
c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% {empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling
cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas
sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan
November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir
bulan November untuk bulan keduabelas.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua)
tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen} dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana
Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dan
disalurkan paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari
untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan
berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan
ketujuh.

b. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen} dari pagu Dana

Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling
cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan
sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan
Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-
masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai
dengan bulan kesebelas, dan paling cepat akhir bulan
November untuk bulan keduabelas.

Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan
status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan
ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, kepala Desa
menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana
Desa di RKD kepada kepala KPPN dan Bupati.

Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana Desa di
RKD sebagaimana dimaksud pasa ayat (7) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu} Pasal, yakni Pasal
9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 9A

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, dukungan
pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19)
paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (J)
huruf a angka 1, menggunakan Dana Desa tahap | yang telah
disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona
Virus Disease 2019 { COVID-19) melebihi dari 8% (delapan persen)
dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan
pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap I di luar
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona
Virus Disease 2019 { COVID-19} yang bersumber dari penyaluran
Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi,
pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana
Desa tahap II.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 10

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4), Kepala
Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati secara
lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;

b. tahap II berupa:
1. Peraturan Desa mengenai APB Desa;

2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya;

3.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah
disalurkan; dan

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima
manfaat BLT Desa.

c. tahap Il berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa sampai dengan tahap Il menunjukan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana
Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa
Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)
dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen




(3)

(4)

(6)

(9)

persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
b. tahap II berupa:

1. peraturan Desa mengenai APB Desa;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya,;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35%
(tiga piluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah
disalurkan;

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan Kkeluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa
mengenai penetapan tidak terdapat Kkeluarga penerima
manfaat BLT Desa.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran
2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran
tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2)
huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan
dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf ¢ angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap Desa.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan hurufc
angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian
keluaran.

Bupati melalui Dinas yang menangani urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan verifikasi
kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat {3} dengan kondisi
penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (4)
dan ayat (5).

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6),
Bupati melalui Badan yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang
keuangan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas
Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5}
belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa
menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk
dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian
Dalam Neger.




(10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3} disampaikan dalam
bentuk dokumen digital {softcopy) dan dokumen fisik (hardcopy).

(11) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN]).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa,
kepala Desa memenuhi ketentuan:
a. BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

1. menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa setiap bulan berdasarkan peraturan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan kepada Bupati
sebagai data dasar perekaman jumlah keluarga penerima
manfaat; dan

2. mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) BLT Desa
bulan berkenaan.

b. BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan,
diajukan oleh Kepala Desa paling banyak untuk kebutuhan
penyaluran BLT Desa selama 3 (tiga) bulan.

¢. Dalam hal BLT Desa telah disalurkan sampai dengan bulan
tertentu, permintaan penyaluran BLT Desa untuk Bulan
berikutnya diajukan paling banyak 3 (tiga) bulan sampai dengan
pengajuan bulan kesembilan.

d. BLT Desa Bulan kesepuluh sampai dengan Bulan keduabelas
diajukan paling cepat bukan Oktober 2021.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12

(1) Laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sampai dengan bulan kedua belas disampaikan oleh kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada Kepala
Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 31
Desember 2021.

(2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data laporan
realisasi jumliah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(3) Bupati melalui Dinas yang menangani urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat melalui
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Januari 2022.

(4) Laporan realisasi jumlah Keluarga penerima manfaat sampai
dengan bulan keduabelas menjadi persyaratan penyaluran Dana
Desa tahun anggaran 2022.

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1} huruf b angka 4 dan Pasal 10
ayat (2) huruf b angka 5, kepala Desa menyampaikan perubahan
peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat
minggu ketiga bulan Desember.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 25 juu 202)

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 23 Juu 20Z|

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 22| NOMOR ¥54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DARIANUARTY, SH
NIP. 19661128 199402 2 001




